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Wali Kota  Bogor 

Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  2  TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH                             

YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan produk 

hukum daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Bogor berdasarkan hasil 
evaluasi dan dalam rangka menunjang 
program reformasi birokrasi, perlu adanya 
percabutan beberapa Peraturan Daerah          
Kota Bogor; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah   
Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,                    
dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia                  
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana              
telah diubah dengan Undang-Undang           
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan                
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar                
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                       
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,        
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan            
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,          
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan                      
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan            
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua           
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 5601); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah          
(Berita Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3  
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2016 Nomor 3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8    
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 
 

dan 
 

WALIKOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG     
PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN  
DAERAH YANG MENGATUR TENTANG 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH. 
 
 

Pasal  1 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 1987        
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1988 Nomor 3); 

b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 1990        
tentang Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan 
Surat Paksa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1990 Nomor 1); 

c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 1999        
tentang Penomoran Rumah dan Bangunan dalam Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah            
Kota Bogor Tahun 1999 Nomor 2); 

d. Peraturan Daerah Kota Bogor 12 Tahun 2007                      
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6); 

e. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008           
tentang Biaya Pemungutan Pajak (Lembaran Daerah              
Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4); 

f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012        
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan                             
di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 
Nomor 4); dan 
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g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah                 
Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 54); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal  2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Bogor. 

 

 

 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 10 September 2020  

   WALI KOTA  BOGOR, 
     Ttd. 

BIMA  ARYA 

Diundangkan di Bogor 

pada tanggal 10 September 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

       Ttd. 

           ADE  SARIP  HIDAYAT  
  
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2020  NOMOR  1  SERI  E   
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

Ttd. 
 

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) 
     NIP. 19800507 200312 1 003 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA 
BARAT: (2/87/2020) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH                               

YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN                    

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

I. UMUM 
  
Bahwa dalam rangka penataan produk hukum daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasakan hasil 
evaluasi dan dalam rangka menunjang program reformasi 
birokrasi, perlu adanya percabutan beberapa Peraturan 
Daerah Kota Bogor. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  
 
Pasal  1 : Cukup jelas.  

Pasal  2 : Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 107 
 
 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Ttd. 
 

BIMA ARYA 
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